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ABSTRAK

Teknologi berkembang sangatlah pesat seiring dengan perkembangan dunia kearah tanpa
batas. Jual beli melalui online atau E-commerce adalah suatu proses jual beli barang dan jasa
yang dilakukan melalui elektronik yaitu melalui jaringan komputer dan smartphone. Belanja
secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat
melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Seperti jual beli
melalui Tokopedia, Shoppie, Bukalapak, dsb. Akan tetapi yang akan saya bahas ini jual beli
melalui media Facebook dan Instagram namun disisi lain timbul permasalahan yaitu
bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam pembelian produk barang
melalui media online ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan
bagaimana perlindungan konsumen dalam pembelian produk barang melalui media online.
Untuk metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian normatif penunjang
empiris dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Untuk menggambarkan
bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam pembelian produk barang
melalui media online dan bagaimana perlindungan konsumen dalam pembelian produk
barang melalui media online dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata kunci: Jual Beli Online, pelaku usaha, konsumen, Facebook, Instagram
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Didalam kegiatan bisnis sehari-hari terdapat hubungan yang erat antara
pelaku usaha dengan konsumen. Kepentingan pelaku usaha itu adalah untuk
memperoleh laba dan transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan
konsumen adalah untuk memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhanya
terhadap produk tertentu. Faktor utama yang menjadi masalah si konsumen sering
kali di sebabkan karena tingkat kesadaran pembeli akan haknya yang masih
rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup
keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban
yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha, baik secara biasa maupun
online. Untuk itu perlu diimbangi dengan adanya upaya perlindungan konsumen
terhadap risiko kerugian akibat penggunaan barang atau jasa melalui upaya

pencegahan dari ketidak pastian terhadap mutu, jumlah dan keamanan.'

Seiring perkembangan jaman, kebutuhan manusia pun semakin meningkat di
segala bidang termasuk dalam kebutuhan belanja yang cepat dan mudah bagi

sebagian orang yang cukup sibuk sehingga tidak memungkinkan untuk berbelanja

' Ahmadi Miru, 2013, Prinsip - prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di
Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7



di tempat umum.? Belanja online mengambil peran yang penting dalam hidup
manusia saat ini, karena belanja online di anggap memudahkan manusia dalam
melakukan aktivitas dan juga membantu mengatur pengeluaran. Hal tersebut
dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah situs jual beli online, baik dalam
penjualan elektronik, pakaian, dan juga kebutuhan sehari-hari lainnya yang lebih

murah dari harga toko.’

Menurut pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu persetujuan, yaitu
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan,
dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan.” Menurut Subekti jual
beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk
menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar
harga yang telah dijanjikan.” Sedangkan menurut Salim H.S. Perjanjian jual beli

adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.°

Definisi pada pasal 1457 KUHPerdata menyinggung tentang sepakatnya para
pihak terhadap benda tertentu dengan sejumlah harga yang sudah dipastikan,
menyunggingkan corak bahwa perjanjian jual beli itu tergolong sebagai perjanjian
konsensuil. Bahwa dengan sepakat tentang benda dan harga selaku unsur
esensialianya, maka terbentuklah sebuah perjanjian diantara para pihak yang

kemudian bermuara pada lahirnya perikatan sebagaimana dituntut oleh pasal 1233

2 M Widhyantara, 2017, “Tanggung Jawab Seller”,
file:///C:/Users/Magri/Downloads/135-267-1-SM.pdf, diakses pada 10 Juli 2017

3 Wahana, 2006, Apa Dan Bagaimana E - Commerce, Andi Publisher, Jakarta, him. 2

* Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum perikatan Dalam
Islam, Pusaka Setia, Bandung, hlm. 333

3 Subekti R, 2002, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, him. 79

6 Salim H.S., 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar
Grafika, Jakarta, him. 49



file:///C:/Users/Magri/Downloads/135-267-1-SM.pdf

KUHPerdata. Lewat definisi itu pula sesungguhnya kalimat yang menyatakan
“salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain
mengikatkan diri untuk membayar sejumlah harga”, tercermin telah terbentuknya
sebuah perikatan yang pada akhirnya mengungkapkan bahwa dipundak masing-
masing, dipikuli kewajiban, ini menandakan bahwa perjanjian jual beli benar-
benar tergolong sebagai perjanjian obligatoir yang memang pada dasarnya
mengedepankan obligation/obligatio.’

Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas
barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Yang harus dilakukan
adalah “penyerahan” atau “levering” secara yuridis, bukannya penyerahan feitelijk
dan sebagaimana sudah kita ketahui, maka memilik macam-macamnya barang,
menurut hukum perdata ada tiga macam penyerahan yuridis itu:®

a. Penyerahan barang bergerak

b. Penyerahan barang tak bergerak

c. Penyerahan piutang atas nama yang masing-masing mempunyai cara

sendiri

E-Commerce atau belanja online merupakan suatu proses jual beli barang dan
jasa yang dilakukan melalui elektronik yaitu melalui jaringan komputer dan
smartphone. Belanja secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan
waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang
dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan

tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual

" Moch. Isnaeni, 2016, Perjanjian Jual Beli, Refika Aditama, Bandung, hlm. 29-30
¥ Subekti R, Op. Cit



beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli
yang terjadi diantara para pihak pun itu dilakukan secara elektronik. Melalui E-
Commerce semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi
konvensional itu dikurangi, disamping itu tentunya konsumen pun memiliki
kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang
dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah.” E-commerce tidak
hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, akan tetapi perkembangan ini
memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada

penghematan biaya dan waktu.

Kasus nyata yang datang dari Tomi Sabunk membeli alat semprot cuci mobil
yang tanpa ada konfirmasi berkelanjutan pada kamis, 12 April 2018. Tomi
menceritakan tentang pengalamannya yang membeli alat semprot cuci mobil di
facebook namun transaksinya disuruh pelaku lewat whatsapp melalui nomor si
pelaku tersebut dan hasilnya tidak ada konfirmasi berkelanjutan dari si pelaku
tersebut. Tomi Sabunk juga sempat memposting pengalamannya ini di akun
facebook pribadinya (@TomiSabunk) perihal penipuan yang dilakukan oleh situs
belanja online facebook “Hati-hati saudara kalau Anda membeli barang di
facebook atas nama @AdamSawardi. Apalagi beli barang EZ Jet Water Cannon
alat penyemprot atau pembersih cuci mobil”, “Kronologinya saya ingin membeli
alat buwat cuci mobil, terus saya mengisi data di facebook. Lah hasilnya, saya
transaksinya disuruh pelaku lewat WhatsApp melalui nomer di foto postingannya

itu”, “Saya sudah transfer tidak ada konfrimasi sama sekali sampai sekarang. Di

’ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law (Aspek Hukum
Teknologi Informasi), Refika Aditama, Bandung, him.144



WA tidak dibalas, ditelfon tidak diangkat, di-SMS tidak dibalas”, “Pokoknya
Anda semua hati-hati saja, kalau transaksi atas nama Adam Sawardi. Saya tidak
apa-apa di tipu tapi saya tidak ikhlas dunia akhirat. Biar Gusti Allah saja yang
balas. Saya doakan orangnya diazab sampai anak 7 turunannya. Amin” tulis nya
dalam postingan itu. Dari postingannya itu beberapa netizen yang berkomentar
juga ada beberapa yang pernah menjadi korban beli barang di facebook. Seperti
Saptami Wati dalam akunnya (@SaptamiWati) yang berkomentar “Saya sudah
kena Rp 700 ribu pembelian karpet. Pakai pengalaman saja, saya sudah kapok beli
barang via facebook”. Ada juga komentar dari akun @KursiMiniuniklucu yang
mengatakan “Hati-hati saudara. Jual beli di dunia maya banyak modus. Yang
kayak gitu itu yang bikin para pedagang yang jujur jadi diragukan”. Kemudian
Agus Santoso dalam akun pribadinya (@AgusSantoso) berkomentar “Owalah,
toko online ternama dan terpercaya ada kok. Malah milih online lewat facebook.
Jadikan pelajaran mbak atau mas agar beli barang di online langsung di toko

online saja lebih aman™.'’

Kasus nyata juga menimpa Halimah Zalfa Nugraheni mahasiswi asal Blitar.
Halimah mengalami kerugian sekitar Rp 39,9 juta karena tergiur membeli
sejumlah barang dengan harga murah yang ditawarkan lewat media sosial
Instagram. "Kasusnya masih dalam penyelidikan, kami sudah sering
mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran barang di

media sosial, apalagi yang harganya lebih murah dari pasaran," kata Kasubag

10 https.://www.malangtimes.com/baca/26688/20180415/173502/waspada-pria-asal-
malang-ini-tertipu-beli-barang-di-media-sosial-facebook/, diakses pada 15 April 2018, pukul
17:35
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Humas Polres Blitar Kota, Ipda Syamsul A, Jumat, 30 Maret 2018. Kasus
penipuan lewat media sosial itu terjadi pada Februari 2018 dan baru dilaporkan ke
polisi, Kamis, 29 Maret 2018. Awalnya, korban tertarik dengan sejumlah barang
bermerek seperti pakaian, jam tangan, sepatu, parfum, celana, kamera, dan ponsel
yang ditawarkan lewat akun Instagram atas nama Natalia Cristiani. Sejumlah
barang bermerek itu ditawarkan dengan harga murah hampir separuh dari harga
pasaran. Korban tertarik untuk memesan sejumlah barang itu untuk dijual lagi.
Kemudian, korban menghubungi akun Instagram milik Natalia. Korban bertanya
cara memesan barang itu ke pelaku. Kepada korban, pelaku menjawab bisa
memesan sejumlah barang itu lewat dirinya. Syaratnya, korban harus membayar
dulu sebelum barang dikirim. Korban pun setuju dan mentransfer sejumlah uang
sesuai dengan nilai barang yang dipesan. Secara bertahap, korban mentransfer
uang sekitar Rp 39,9 juta untuk pemesanan sejumlah barang itu. Beberapa hari
setelah transfer, korban mendapat kiriman barang. Tetapi, barang yang dikirim
hanya baju, sepatu, parfum, jaket, dan celana. Sedangkan sejumlah barang lain
seperti ponsel, kamera, dan jam tangan, sampai sekarang belum dikirim. Padahal
barang-barang yang belum dikirim itu nilainya paling besar. Korban mencoba
menghubungi Natalia untuk menanyakan sejumlah barang yang belum dikirim itu.
Saat ditagih, Natalia terkesan mengulur-ulur waktu. Natalia selalu beralasan
sejumlah barang yang belum terkirim itu masih tertahan di bea cukai. Dia harus
membayar biaya pajak masuk cukai. Tetapi, kenyataannya sampai sekarang
beberapa barang yang dipesan tetap belum terkirim. Karena merasa tertipu,

korban melaporkan kasus itu ke polisi. "Korban dan pelaku hanya kenal lewat



media sosial. Korban langsung percaya dan pesan barang dengan nilai hampir Rp
40 juta. Kami masih melacak pemilik akun Instagram itu, informasinya juga

warga Kota Blitar," ujar Ipda Syamsul."’

Transaksi perdagangan melalui E£-Commerce ini sangatlah berbeda dengan
berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan secara langsung atau tatap
muka. Melalui  E-Commerce, salah satu contohnya dalam situs
www.facebook.com dimana pihak pembeli mengakses internet ke website, yang
kemudian pihak pembeli mencari barang yang diinginkan. Apabila telah
menemukan barang yang diinginkan, pembeli mengirimkan penawaran kepada si
pelaku usaha tersebut, menelpon, atau mengirimkan pesan singkat kepada pelaku
usaha. Setelah melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan maka pelaku

usaha dan pembeli akan menentukan mekanisme pembayaran.

Dalam sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh We Are Social dan
Hootsuite, terungkap bahwa masyarakat Indonesia sangat gemar mengunjungi
media sosial. Tercatat, setidaknya kini ada sekira 130 juta masyarakat Indonesia
yang aktif di berbagai media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter dan
lainnya.'? pada awalnya media sosial hanya digunakan untuk kepentingan pribadi
saja namun saat ini media sosial sudah bisa mengarahkan suatu transaksi bisnis
jual beli. Salah satu media sosial yang digunakan untuk transaksi jual beli adalah

Facebook (UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Facebook adalah media sosial

" httn://www. tribunnews.com/regional/2018/03/30/beli-barang-lewat-instagram-
mahasiswi-di-blitar-tertipu-rp-39-juta-hati-hati-begini-modusnya, diakses pada 4 November 2018,
pukul 21:17

12 https:/ftechno.okezone.com/read/2018/03/13/207/1872093/ini-jumlah-total-pengeuna-
media-sosial-di-indonesia, diakses pada 13 Maret 2018, pukul 16:03
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untuk chatting bahkan bisa membuat foto dan video ,dan belakangan ini
Facebook bisa membuat video live atau video langsung, bermain games, dll.
Sama halnya dengan Instagram yang membuat foto dan video. Tujuan tersebut
sangat dimungkinkan oleh teknologi internet yang menjadi basis aktivitas dari
media sosial ini. Dalam transaksi jual beli melalui online sudah sangat diminati
bagi pembeli, baik dikalangan anak-anak, pria, maupun wanita. Hal ini didukung
oleh hasil penelitian yang dilakukan Pew Research Center dalam penelitiannya
menyatakan bahwa konsumen tertarik melakukan transaksi melalui media online
seperti Facebook dan Instagram ini karena mudah mencari barang yang
diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian pembayaran yang dilakukan
hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar
rumah, sehingga mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu karena transaksi

dapat dilakukan oleh setiap orang kapan saja dan dimana saja."

Dalam jual beli melalui Facebook dan Instagram itu sudah diperbolehkan
karena walaupun Facebook dan Instagram itu bukan seperti Tokopedia, Shoppie,
Blibi, Bukalapak, dll berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu tetap diakui sebagai transaksi
elektronik yang dipertanggung jawabkan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 17
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

yaitu:

3 Dhea Handariningtyas, 2017, “Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram”,

file:///D:/Skripsi%20Magrie/Dagang%200nline/Dagang%200nline%20Facebook.pdf, diakses
pada 14 Maret 2017
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1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup
publik ataupun privat.

2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau
pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama
transaksi berlangsung.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Dalam transaksi jual beli ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III Tentang Perikatan, khususnya
beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, dan secara khusus
transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Kitab Undang-
undang Hukum Perdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan,
dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Kemudian
mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.
Berdasarkan pengertian di atas adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan
hukum antar para pihak dalam bertransaksi. Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang ITE ada karena perkembangan dari KUHPerdata dan untuk



mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sekarang sudah penuh dengan
teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang dipergunakan adalah media
internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui

internet juga.'*

Dalam pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur bahwa perjanjian harus
memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal
tertentu dan suatu sebab atau kausa yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat
sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para
pihak. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320
KUHPerdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika
pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini
mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media

internet itu tidak mudah.

Dari ketentuan hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila semua
unsur atau syarat dalam pasal 1320 BW tersebut sudah terpenuhi berarti suatu
perjanjian atau jual beli adalah sah. akan tetapi dengan adanya perkembangan E-
Commerce tentunya ada ketentuan lain yang belum diatur dalam KUHPerdata,
antara lain kesepakatan yang pada lazimnya adalah mempertemukan dua pihak
dalam suatu tempat kini telah berubah. Kesepakatan ini bisa dilakukan melalui

suatu media yaitu dunia maya dalam hal ini adalah internet atau online.

4 Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him. 228
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Perkembangan tersebut kemudian diatur secara tersediri dalam Undang-undang

Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli
melalui online seperti Facebook dan Instagram ini pun berawal dari penawaran
dan penerimaan. Penawaran yaitu suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa
perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan
perjanjian.”” Penawaran pada transaksi jual beli melalui online ini yang
melakukan adalah pihak pelaku usaha, yang mana pelaku usaha memanfaatkan
Facebook dan Instagram ini untuk menampilkan produk dagangan yang
ditunjukan pada halaman profile pelaku usaha atau halaman home Facebook atau

Instagram, dan diikuti dengan penerimaan oleh pihak pembeli.

Ada beberapa kelebihan sehingga konsumen dan pelaku usaha tertarik
melalukan transaksi elektronik ini. Seperti biaya promosi yang lebih murah,
produk dapat dilihat 24 jam oleh siapapun dan kapanpun, dan penjual dapat
mengelola bisnis dengan lebih fleksibel dan santai, karena dapat dilakukan
padasaat sedang santai sekalipun.16 Berdasarkan kelebihan diatas tidak
memungkiri pula adanya risiko yang timbul dalam transaksi ini karena dilakukan
tanpa ada tatap muka antara para pihaknya. Mereka mendasarkan transaksi jual
beli ini atas rasa kepercayaan satu sama lain karena bagaimanapun transaksi jual

beli sudah pasti tidak lepas dari masalah perjanjian.'” Oleh karena itu, perjanjian

'S Mariam Darus Badrulzaman, 2001, E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, him. 33

16 Fathul Husnan dan Java Creativity, 2015, Buku Pintar Bisnis Online, PT Elex Media
Komputindo, Jakarta, hlm. 4

17 Asril Sitompul, 2004, Hukum Internet, Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 55
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jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik juga,
dan tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli pada umumnya.
Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan
segala  risikonya, antara lain apabila muncul suatu  perbuatan
wanprestasi/pembatalan perjanjian dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut,
kemudian bagaimana pertanggung jawaban salah satu pihak apabila melakukan
wanprestasi/pembatalan perjanjian dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban

dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli.'®

Seperti yang ada dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
ITE yaitu “pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan
sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik
yang mengganggu ketertiban umum”. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka
menarik untuk diteliti mengenai “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada
Pembeli Dalam Pembelian Produk Barang Melalui Media Online
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas makarumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

18 Setiawan, 2000, Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak, Rineka
Cipta, Jakarta, hlm. 4
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1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli
melalui media online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli
melalui media online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan

penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli
melalui media online
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam

jual beli melalui media online

D. Manfaat Penelitian
Nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil

dari penulisan tersebut.
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Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran
dalam pengembangan ilmu hukum mengenai bentuk perlindungan konsumen
dalam jual beli melalui media online dan tanggung jawab pelaku usaha kepada
konsumen dalam jual beli melalui media online.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu tentang
bentuk perlindungan konsumen yang berbelanja melalui online dan tanggung
jawab pelaku usaha kepada konsumen serta dapat menjadi referensi sebagai bahan

acuan peneliti lain pada masa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi pembahasan pada masalah tanggung jawab pelaku usaha
kepada konsumen atas pembelian produk barang melalui media online sesuai
dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-

undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
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F. Kerangka Teori

Di dalam pembahasan dan penjelasan penelitian diatas, penulis menggunakan
kerangka teori untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini diantaranya
adalah:
1. Teori Perjanjian

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
yang menyebutkan “Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) itu menyebutkan bahwa:

a. Adanya kata sepakat dalam melakukan perjanjian

b. Cakap atau dewasa untuk melakukan suatu perjanjian

c. Hal tertentu

d. Sebab atau kausa yang halal

Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu keadaan dimana seorang berjanaji
kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih itu berjanji untuk
melaksanakan suatu hal."” Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan
akibat hukum.*

Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata pada umumnya
berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan

perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang kurang

' Subekti R, Op. Cit, him. 1
20 Salim HS, 2001, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, hlm.
161
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lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas sehingga banyak mengandung
kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut antara lain:
a. Hanya menyangkut sepihak saja

Di sini dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata mengikatkan merupakan kata
kerja yang sifatnya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak atau
lebih. Sedangkan dari maksud perjanjian itu mengikatkan diri dari dua belah
pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidak-tidaknya perlu adanya
perumusan mengikatkan diri. Jadi Nampak adanya kesepakatan antara kedua
belah pihak yang membuat perjanjian.

1) Kata perbuatan mencakup juga tanpa kesepakatan. Dalam pengertian perbuatan
termasuk juga tindakan :

a) Melaksanakan tugas tanpa kuasa.

b) Perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut di atas merupakan perbuatan yang mengandung
adanya kesepakatan. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena
sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah hukum.

2) Pengertian perjanjian terlalu luas Untuk pengertian perjanjian di sini dapat
diartikan juga pengertian perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan,
janji kawin. Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum
keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedangkan yang dimaksudkan

perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah hubungan antara debitur dan
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kreditur terletak dalam lapangan kekayaan saja selebihnya tidak. Jadi yang
dimaksudkan perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.

3) Tanpa menyebut persetujuan Dalam rumusan Pasal tersebut tidak disebutkan
apa tujuan untuk mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan

dirinya itu tidak jelas maksudnya untuk apa.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah
keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban
menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan
jawab dan menanggung akibatnya.21 Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang
tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara
hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab
hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal
perbuatan yang bertentangan.*

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan
melanggar hukum (fort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:>

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan

2L https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/, diakses pada 9 Maret
2018, pukul 15:20

> Hans Kalsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo
Persada, Bandung, him. 81

2 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, hlm. 503
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perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau
mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan
kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep
kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang
sudah bercampur baur (interminglend).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan
hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat
diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi,
kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.**

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.*

2 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, hlm. 133
%3 Satjipto Rahardjo, 2000, /lmu hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 53
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Menurut Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa Perlindungan Hukum
adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak
asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum
dari kesewenangan.*

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan
terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya
hak-hak tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan
Hukum ada dua macam, yaitu:*’

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah
terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang
didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum
yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil
keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan
khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan

*® Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Bagi Rakyat dilndonesia, PT. Bina Ilmu,
Surabaya, hlm. 1-2

T https: //www.suduthukum.com/2017/12/teori-perlindungan-hukum.html, diakses pada 21
Desember 2017, pukul 20:54
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Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari
konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hakhak asasi manusia
karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan
perlindungan  terhadap  hak-hak asasi manusia  diarahkan  kepada

pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

G. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa
dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodelogis dan konsisten.
Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan
suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran
tertentu dengan jalan menganalisanya. Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini
yaitu hukum normatif.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu
prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan logika keilmuan yang ajeg dalam
penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara
kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objek nya hukum itu sendiri,

penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada
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norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangandan putusan

pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan
isi hukum yang diketengahkan yaitu dengan mempelajari konsistensi dan
kesesuaian dengan UUD NKRI Tahun 1945 atau Undang-undang lainnya.

b. Pendekatan Konsep (conceptual approach). Pendekatan yang beranjak dari
pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan
pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang
relevan dengan permasalahan.

c. Pendekatan Kasus (case approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara
menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk
memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan persepsi mengenai
apa yang segoyanya. Jenis dan sumber data bahan-bahan hukum yang digunakan

dalam penelitian adalah data sekunder meliputi:
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat sebagai
landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya berupa
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha
terhadap konsumen dalam hal tanggung jawab apabila konsumen mengalami
kerugian. Dalam hal ini khususnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi
dan transaksi elektronik, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan
dan sebagai bahan penunjang atau pelengkap terhadap bahan hukum primer
sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang terdiri dari pendapat
para pakar yang tertuang dalam literatur, kajian-kajian, hasil penelitian, kamus
hukum, artikel, media cetak, media internet, yang sifatnya tidak mengikat tetapi

berkaitan dengan masalah yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (/ibrary
resarch) dilakukan dengan pengelompokan peraturan perundang-undangan,
meneliti bahan pustakan, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang
berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh
bahan-bahan hukum dan hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan

pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap
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bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap

bahan-bahan hukum, untuk memudahkan pekerjaan analitis dan kontruksi.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian sangan diperlukan suatu analisis bahan yang berguna
untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Metode yang
digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah
analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan
gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan
yuridis normatif. Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder,
akan diinventarisasidan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif
analis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara

sistematis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu
dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum untuk
selanjutnya menarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan
berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip
dalam bentuk proporsisi-proporsisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-
fakta yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menjawab

rumusan.
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H. Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika
penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:
Bab I : Pendahuluan
Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode
Penelitian.
Bab II : Tinjauan Pustaka
Terdiri dari tinjauan pustaka mengenai tanggung jawab pelaku usaha
terhadap konsumen atas pembelian produk barang melalui media online.
Bab III : Pembahasan
Terdiri dari pembahasan dan penjelasan mengenai tanggung jawab
pelaku usaha terhadap konsumen atas pembelian produk barang melalui
media online.
Bab IV: Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran dari skripsi yang dibuat
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